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KATA PENGANTAR 
 

Dunia penyiaran di Indonesia pada era Reformasi berada dalam dinamika 

yang penuh gejolak. Keluarnya UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi 

momentum yang signifikan bagi bergesernya sistem penyiaran di Indonesia. 

Selain  menganut sistem penyiaran lokal berjaringan, regulasi ini mengintroduksi 

sebuah lembaga semi independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

untuk turut serta mengatur semesta penyiaran di Tanah Air. 

Dan, sejak bergulirnya UU No 32,  peraturan tentang Sistem Stasiun 

jaringan menjadi wacana yang terus diperbincangkan berbagai kalangan. Dalam 

peraturan Sistem Stasiun Jaringan disebutkan bahwa lembaga penyiaran swasta 

komersial dalam menjangkau wilayah siaran ke seluruh Indonesia,  harus 

melakukan pola jaringan , bermitra dengan stasiun televisi lokal di daerah. 

Sepuluh stasiun televisi nasional yang terlanjur bersiaran secara nasional hanya 

melalui perantara stasiun relai menjadi target dari semangat UU No 32 yang ingin 

mewujudkan adanya diversity of ownership dan diversity of content dalam dunia 

penyiaran di Indonesia 

Di saat 10 stasiun televisi nasional tertatih menjalankan peraturan Sistem 

Stasiun Jaringan,  sejumlah stasiun  lokal  ternyata sudah mulai membuat pola 

jaringan, yang dianggap sebagai model ideal siaran sistem jaringan. Namun 

faktanya, apa yang tampak ideal dari praktik berjaringan televisi lokal, ternyata 

menyimpan sejumlah persoalan di dalamnya. Stasiun induk jaringan televisi lokal 

gencar mengakuisisi, melakukan merger, dan mengambil alih televisi-televisi 

lokal yang sudah memiliki IPP (izin penyelenggaraan penyiaran).  Kondisi 

tersebut mencuatkan masalah kepemilikan stasiun televisi. Akuisisi sejumlah 

stasiun televisi berisiko memunculkan monopoli bisnis informasi. 

Mengatur dunia penyiaran ternyata lebih rumit dibandingkan dengan 

menerapkan aturan untuk media cetak. Regulasi yang dikeluarkan berusaha 

menstimulus keikutsertaan sebanyak-banyak orang di dunia penyiaran serta 

membangkitkan potensi lokal melalui penyiaran televisi. Namun pada 

kenyataannya, regulasi yang ada tak bisa mengatur dunia penyiaran yang terlanjut 
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karut marut. Banyak celah regulasi yang bisa diterobos. Model Sistem Stasiun 

Jaringan  televisi lokal  yang sedianya  akan menjadi model percontohan untuk 

sebuah semangat diversity of ownership dan content, ternyata justru terperangkap 

pada isu pola kepemilikan, praktik produksi dan distribusi  produk media yang 

terkonsentrasi pada kelompok-kelompok bisnis besar. Fenomena konsentrasi  

media di satu sisi dianggap tak terhindarkan,  ketika situasi global menghendaki 

upaya yang mengarah kepada konsolidasi dan konvergensi dalam bisnis media 

modern. Namun di sisi lain konsentrasi media juga  menimbulkan sejumlah 

paradoks berkaitan dengan fungsi media sebagai ruang publik dengan sejumlah 

fungsi sosial yang melekat di dalamnya. Dan, fenomena media tak bisa lepas dari 

struktur ekonomi dan politik. 

Melalui pendekatan studi dokumen, wawancara dan penelitian seksama, 

penelitian ini  mencoba  mengkaji  tentang praktik penyelenggaraan Sistem 

Stasiun Jaringan televisi lokal SUN TV Network, serta mencermati  ulang regulasi 

penyiaran yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi,  

pengetahuan dan literatur, serta pengembangan ilmu utamanya pada bahasan 

mengenai  Sistem Stasiun Jaringan yang berkaitan dengan regulasi kepemilikan 

dan isi siaran. Tesis ini tentu saja masih jauh dari sempurna karena adanya banyak 

keterbatasan. Oleh karena itu saran yang konstruktif dari berbagai pihak  sangat 

diharapkan. 

Dan atas selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan syukur pada 

Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia.  Terima 

kasih dan teriring doa untuk almarhum Bapak Djoko Soetjipto, dan almarhumah 

Ibu Amiyatun yang telah berpulang ke rumah keabadian. Terima kasih yang tak 

terhingga untuk seluruh keluarga besar yang selalu memberikan support (Mas 
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ABSTRAKSI 
 
 
 

Salah satu aspek krusial dalam sistem stasiun jaringan adalah persoalan 

regulasi. Dengan demikian, dipandang perlu adanya penelitian  yang bisa 

mengeksplorasi  tentang praktik sistem stasiun jaringan LPS TV non eksisting, 

bagaimana implementasi UU Penyiaran terkait dengan kepemilikan dan isi siaran 

sistem stasiun jaringan, bagaimana praktik ekonomi politik yang terjadi yang 

terkait dengan kepemilikan dan isi siaran Sistem Stasiun Jaringan.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma Post 

Positivisme. Teori yang digunakan adalah Ekonomi Politik, serta Regulasi 

Penyiaran yang mengatur tiga hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi. Hasil 

temuan penelitian, Sistem Stasiun Jaringan Televisi Lokal yang dibangun SUN 

TV Networks  tidak mampu menciptakan diversity of ownership  karena adanya 

akuisisi dan pengambilalihan kepemilikan dari stasiun-stasiun lokal di daerah, 

dengan komposisi saham mayoritas milik SUN Televisi (MNC), berkisar 50-

99,99 persen. Namun secara legalitas SUN TV tidak melanggar UU 32 Tahun 

2002. Faktor ekonomi politik mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sistem siaran 

berjaringan. Ketentuan minimal 10 persen  konten lokal, implementasinya sudah 

bisa dilaksanakan dengan baik meski dari segi kualitas  belum tercapai. Sisi-sisi 

kelemahan dari regulasi tentang Sistem Siaran Jaringan adalah keterbatasan opsi 

yang mengatur ranah penyiaran, serta kalimat-kalimat yang tidak dibuat gamblang 

sehingga memunculkan penafsiran lain.  Untuk itulah pemerintah pusat 

diharapkan konsisten dengan peraturan  atau regulasi yang telah dikeluarkan.  
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ABSTRACT 
 
 
One crucial aspect in television networking system (SSJ) is a matter of 

regulation. Thus, it is deemed necessary to research which can explore the 

practices of network stations LPS system of non existing TV, how the 

implementation of the Broadcasting Act relating to the ownership and broadcast 

content network station system, how the political economic practices that relate to 

ownership and broadcast content Network Station System.  

The approach used in this research is the paradigm of Post Positivism. The 

theory used was of Political Economy, and the Broadcasting Regulations 

governing the three things, namely the structure, behavior, and content. Research 

findings, System of Local Television Network stations are built SUN TV 

Networks are not able to create a diversity of ownership because of the acquisition 

and takeover of ownership of local stations in the area, with the composition of a 

majority stake owned by SUN TV (MNC), range 50-99, 99 percent. But the 

legality of SUN TV does not violate the Act 32 of 2002. Political economic 

factors affecting the implementation of networked broadcast system. Terms of 

minimum 10 percent local content, its implementation can be performed well 

despite not yet been reached in terms of quality. The sides of the weakness of 

regulation on the Network Broadcast System is the limited options that govern the 

realm of broadcasting, as well as sentences that are not made explicit so that raises 

another interpretation. For this reason the central government is expected to be 

consistent with the rules or regulations have been issued.  
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